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BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

bahwa dalam berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun Anggaran 2017;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di
Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);


http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2003/17TAHUN2003UU.htm
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2004/1TAHUN2004UU.htm
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2004/15TAHUN2004UU.htm

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor
1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan
Bahan Bakar Minyak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Tahun Republik
Indonesia 2016 Nomor 341);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR  BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

5. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan
penghitungan kebutuhan biaya kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

6. Besaran Biaya sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah satuan
biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk
menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai
biaya masukan.

7. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu
tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

8. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk
penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

9. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan
beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen
masukan kegiatan.

10. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan
biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran
kegiatan.



11.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu
yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II
STANDAR BIAYA

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 berfungsi
sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun
biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis kinerja.

Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka
pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya dapat berfungsi sebagai:

a.batas tertinggi; atau

b.estimasi.

Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar
Biaya tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini atau lebih
besar dari nilai maksimal dari Peraturan Bupati ini, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai
dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan di sampaikan
kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan Dbentuk pertanggungjawaban Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tulang
Bawang Barat Nomor 42 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Standar Biaya
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016 (Berita
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 42) dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.



Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 7 November 2016

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,
Dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 7 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.
HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016
NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofis’f n 1:11”, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008




